LAMPIRAN
SURAT GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR

TANGGAL

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU MAGASI

NO

RAPERBUP

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU MAGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Tetap

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tetap




Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Magasi;

Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor




11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU MAGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Magasi

yang selanjutnya disebut UPT P2KT Magasi adalah Unit Pelaksana Teknis

Pelayanan Keselamatan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan
Tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa




10.
11.
12.
13.

14.

dan pencegahan kedisabilitasan.

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya
disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien
Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan
menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan
masyarakat.

Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat
darurat.

Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman
kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang
digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada
perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya.

Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten
Morowali Utara.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu




Magasi yang selanjutnya disebut Kepala UPT P2KT Magasi adalah
Kepala/pimpinan UPT P2KT Magasi.

15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT P2KT Magasi.

16. Jejaring adalah unit teknis di luar bidang kesehatan seperti Kepolisian,
Pemadam Kebakaran, Komando Distrik Militer Morowali/Morowali Utara,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Ambulans Desa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan unit lainnya
tergantung kekhususan dan kebutuhan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT P2KT Magasi Kelas A pada Dinas.

Tetap

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPT P2KT Magasi merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang
memberikan pelayanan dalam bidang Pelayanan Keselamatan Terpadu
di Daerah.

(2) UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPT P2KT Magasi merupakan unsur pelaksana

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang

Dinas yang memberikan

pelayanan dalam bidang Pelayanan Keselamatan

Terpadu di Daerah.

Disempurnakan.




Kepala UPT P2KT Magasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupatimelalai Kepala Dinas.

(2) UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT P2KT Magasi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT P2KT Magasi, terdiri atas:

(2)

(3)

a. Kepala UPT P2KT Magasi;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPT P2KT Magasi.

Bagan Susunan Organisasi UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT P2KT Magasi, terdiri
atas:
a. Kepala UPT P2KT Magasi;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. kelompok jabatan pelaksana; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub
bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPT P2KT Magasi.

(3) Bagan Susunan Organisasi UPT P2KT Magasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Disempurnakan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI




Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu Magasi
Pasal 5

(1) UPT P2KT Magasi mempunyai tugas sebagai berikut:

(2)

a.

menerima panggilan kegawatdaruratan dari masyarakat dan/atau
layanan panggilan darurat lewat Call Center 119;

menerima terusan {dispeateh} panggilan kegawatdaruratan dari Pusat
Komando Nasional;

melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan
Algoritma Kegawatdaruratan;

memberikan layanan ambulans dalam bentuk gawat darurat,
pengawalan ataupun penjagaan;

memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah

sakit.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
UPT P2KT Magasi memiliki fungsi:

a.

o o o o

pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor

melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat

Darurat);

. pemandu pertolongan pertama (first aid);

pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat;

. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu Magasi
Pasal 5

(1) UPT P2KT Magasi mempunyai tugas sebagai
berikut:

a.

menerima panggilan kegawatdaruratan dari
masyarakat dan/atau layanan panggilan
darurat lewat Call Center 119;
terusan

menerima panggilan

kegawatdaruratan dari Pusat Komando
Nasional;

melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan

dengan menggunakan Algoritma
Kegawatdaruratan;

memberikan layanan ambulans dalam
bentuk Gawat Darurat, pengawalan ataupun
penjagaan;

memberikan informasi tentang Fasilitas

Pelayanan Kesehatan; dan
memberikan informasi tentang ketersediaan

tempat tidur di rumah sakit.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),

UPT P2KT Magasi

memiliki fungsi:




a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat
Darurat dan/atau pelapor melalui proses
triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien
Gawat Darurat);

b. pemandu pertolongan pertama (first aid);

c. pengevakuasi Korban /Pasien Gawat
Darurat;

d. pengoordinasian dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu Magasi
Pasal 6

(1) Kepala UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas dan fungsi UPT P2KT Magasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UPT P2KT Magasi memiliki uraian tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja UPT P2KT Magasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur
kegawatdaruratan medis;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan
Keselamatan Terpadu Magasi
Pasal 6

(1) Kepala UPT P2KT Magasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi UPT P2KT Magasi.

(2) Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT P2KT Magasi
memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja
UPT P2KT Magasi sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

Disempurnakan.
Memperhatikan
Batasan
kewenangan
UPTD
berdasarkan
ketentuan
26 ayat
Permendagri
Tahun 2017

Pasal

1
12




B

mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data
terkait pelayanan UPT P2KT Magasi;

mengoordinasikan integrasi sistem komunikasi gawat darurat, sistem
penanganan Korban/Pasien gawat darurat, dan sistem transportasi
gawat darurat secara terintegrasi;

mengoordinasikan pemberian layanan ambulans, ketenagaan,
maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;

mengoordinasikan pemberian layanan gawat darurat yang terjadi di
masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit
(pra rumah sakit);

melaksanakan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan
lintas sektor yang merupakan jejaring P2KT Magasi yang terintegrasi
dengan pusat panggilan 119 atau call center 119 Daerah;
menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan
kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring P2KT Magasi;
memimpin pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien;
mengoordinasikan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat;

mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan khusus dengan

kel e lain di luar bidane kesel ;

. mengoordinasikan pelaksanaan layanan transportasi gawat darurat;

mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan tim kesehatan
pada event/kegiatan olahraga dan hari besar nasional;
pelatihan

mengoordinasikan pelaksanaan/fasilitasi

kegawatdaruratan;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian,

. menyusun standar pelayanan dan standar

operasional prosedur kegawatdaruratan
medis;
. mendistribusikan dan memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;

. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan,

dan analisa data terkait pelayanan UPT P2KT

Magasi;
. mengoordinasikan integrasi sistem
komunikasi Gawat Darurat, sistem

penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat,
dan sistem transportasi Gawat Darurat secara

terintegrasi;
mengoordinasikan pemberian layanan
ambulans, ketenagaan, maupun sarana

penunjang lain yang diperlukan;

. mengoordinasikan pemberian layanan Gawat

Darurat yang terjadi di masyarakat sebelum
mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit

(pra rumah sakit);

. melaksanakan koordinasi dengan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor yang

yang
terintegrasi dengan pusat panggilan 119 atau

merupakan jejaring P2KT Magasi

call center 119 Daerah;
menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan




ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan UPT P2KT Magasi;
mengoordinasikan pengurusan dan pengaturan urusan rumah tangga
UPT P2KT Magasi;

mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
pada UPT P2KT Magasi;

menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian
kegawatdaruratan;

mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan UPT P2KT Magasi;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
UPT P2KT Magasi; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan
dengan tugas organisasi.

. mengoordinasikan

. mengoordinasikan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lintas
sektor yang merupakan jejaring P2KT Magasi;
memimpin pelaksanaan program mutu dan
keselamatan pasien;

. mengoordinasikan penanganan Korban/Pasien

Gawat Darurat;
mengoordinasikan kegiatan pelayanan

kesehatan khusus;

. mengoordinasikan pelaksanaan layanan

transportasi Gawat Darurat;

. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian

bantuan tim kesehatan pada event/kegiatan
olahraga dan hari besar nasional;
pelaksanaan /fasilitasi

pelatihan kegawatdaruratan;

. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan

administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
dan pengelolaan keuangan UPT P2KT Magasi;
pengurusan dan
pengaturan urusan rumah tangga UPT P2KT
Magasi;

mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah pada UPT P2KT Magasi;

. menggerakkan tim ke lapangan jika ada

informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;

mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan,

10




pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan UPT P2KT Magasi;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas UPT P2KT
Magasi; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

atasan berkaitan dengan tugas organisasi.

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

(2)

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT P2KT

Magasi.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

melaksanakan kerumahtanggaan; dan

™o oo TP

Magasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan,;
menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;

melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT P2KT

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala UPT P2KT Magasi.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan rencana program
dan anggaran;

b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan
keuangan;

c. melaksanakan penatausahaan barang milik
Daerah;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

11




e. melaksanakan ketatausahaan dan
pencatatan data korban;
melaksanakan kerumahtanggaan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala UPT P2KT Magasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dihapus.

Uraian tugas
jabatan pelaksana
merupakan
penjabaran  dari
tugas yang
dimiliki oleh
atasan langsung
dan distribusi
tugas dituangkan
didalam dokumen
Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)

12




Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d terdiri atas Pejabat Fungsional yang bertugas membantu
Kepala UPT P2KT Magasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

et :

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri
atas Pejabat Fungsional yang bertugas

membantu Kepala UPT P2KT Magasi dalam

Disempurnakan.
jenis dan jenjang
Jabatan
fungsional
ditetapkan dengan
dokumen Analisa
jabatan

a. tenaga keschatan; dan melaksanakan tugas dan fungsinya.
b—tenagalain: (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas melakukan sebagian tugas UPT P2KT
tugas UPT P2KT Magasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Magasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional | (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
undangan. ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban undangan.
kerja. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Dihapus. Ketentuan terkait

tugas dan
tanggung  jawab
jabatan fungsional

13




diberikan melalui
mekanisme
penugasan oleh
atasan langsung
sesuai ketentuan
Pasal 3
Permenpan RB
Nomor 1 Tahun
2023

Dihapus.

BAB YV
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan
struktural di lingkungan UPT P2KT Magasi berpedoman pada peraturan

Tetap

14




perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPT P2KT Magasi dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(3) Kepala UPT P2KT Magasi merupakan jabatan eselon IV.a.

(4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT P2KT Magasi merupakan jabatan
eselon IV.b.

(5) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPT P2KT Magasi mengacu pada
Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Beban Kerja
Perangkat Daerah, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI Tetap
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

(1) Kepala UPT P2KT Magasi bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan
tugas UPT P2KT Magasi.

(2) Kepala UPT P2KT Magasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan yang
dipimpinnya.

(3) Kepala UPT P2KT Magasi melaksanakan sistem pengendalian internal di
lingkungan UPT P2KT Magasi.

(4) Kepala UPT P2KT Magasi Dbertanggungjawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk

15




bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(5) Kepala UPT P2KT Magasi dalam melaksanakan tugasnya melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

Bagian Kedua

Dihapus.

-Pembinaan
pelaksanaan
tugas dan fungsi
UPTD
dilaksanakan oleh
perangkat daerah
induk melalui
bidang yang
menangani fungsi
yang
diselenggarakan
oleh UPTD
-Pengawasan
pelaksanaan
tugas dan fungsi
perangkat
daerah/unit kerja
dilaksanakan oleh
inspektorat
daerah

Bagian Ketiga
Pelaporan

Bagian Kedua
Pelaporan

Disempurnakan.
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Pasal 15

(1) Kepala UPT P2KT Magasi wajib memberikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada
Kepala Dinas melalui-Sekretaris Dinas.

(2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

(3) UPT P2KT Magasi wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
penyelenggaraan SPGDT.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara
berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal ...

(1) Kepala UPT P2KT Magasi wajib memberikan

(2)

(3)

laporan yang akurat tentang pelaksanaan
tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu
kepada Kepala Dinas.

Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Dberpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

UPT P2KT Magasi wajib melakukan pencatatan
dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaporkan secara berkala setiap tahun

kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan UPT P2KT Magasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Tetap

BAB VIII
ASET
Pasal 17

Tetap
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(1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh UPT P2KT Magasi
merupakan Aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak
dipisahkan.

(2) UPT P2KT Magasi wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan,
pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar

akuntansi pemerintah.

BAB IX Tetap
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

Catatan:
Dengan adanya penghapusan Bagian/Pasal/ayat, maka penunjukan Pasal/ayat perlu dicermati dan disesuaikan Kembali.
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